
S A L I N A N 

 

 

 

 

B U P A T I  T A N A H   L A U T 
 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 38 TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

 TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI KETIGA BELAS  

DAN PEMBAYARAN GAJI BULAN JUNI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL,  

PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang  :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau 

Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit 

Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun 

atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah 

Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari 

Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan, 

serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Teknis Pemberian 

Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketiga Belas dan Pembayaran Gaji 

Bulan Juni bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 

2019; 

 

Mengingat    :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 
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Tahun 1959  tentang Penetapan Undang-Undang Darurat 

Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor  9) sebagai undang-undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

7. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pemberian Gaji, Pensiun atau Tunjangan Ketiga Belas 

kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional 

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

Pejabat Negara dan Penerima Pensiun atau Tunjangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun 

atau Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, 

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima 

Pensiun atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6348); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri 

Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, 

Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6349); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 

2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2018 Nomor 9); 

13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut  (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 4) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah 

Laut Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

Berbasis Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 34); 

14. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2019 

tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri 

Sipil  Berbasis Kinerja bagi Pendidik, Tenaga Kependidikan, 
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Tenaga Kesehatan, Pejabat Struktural pada Unit Pelaksana 

Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dan Unit Pelaksana 

Teknis Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2019 Nomor 35);  

 

M E M U T U S K A N : 

 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 

TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI KETIGA BELAS DAN 

PEMBAYARAN GAJI BULAN JUNI BAGI PEGAWAI NEGERI 

SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara  

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah 

Laut. 

4. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil 

Bupati Tanah Laut. 

5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati. 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan 

sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah.  

7. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua 

dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut. 

8. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota 

DPRD Kabupaten Tanah Laut. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur 

Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

10. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah 

Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut. 

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat 

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah 

unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan 

urusan Pemerintahan Daerah. 
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13. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang 

berwenang dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran pada SKPD 

yang bersangkutan.  

14. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah 

pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk 

menggunakan  anggaran  yang dikuasakan kepadanya.  

15. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. 

16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah 

dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan 

dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD. 

17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah 

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban 

APBD.  

18. Tunjangan Kinerja adalah Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

Berbasis Kinerja. 

 

BAB II 

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI  KETIGA BELAS  

 

Pasal 2 

 

(1) PNSD, Pejabat Negara dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Hari Raya 

dan Gaji Ketiga Belas. 

(2) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon PNSD dan 

PNSD yang diberhentikan sementara karena diangkat menjadi komisioner 

atau anggota lembaga nonstruktural.  

(3) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNSD yang 

sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang ditugaskan di 

luar Instansi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut baik di dalam maupun 

di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasannya. 

 

Pasal 3 

 

(1) Tunjangan Hari Raya bagi PNSD, Pejabat Negara dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan sebesar 

penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya 

yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau 

tunjangan umum dan tunjangan kinerja. 

(2) Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan 

hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar 

penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, 

kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan 

Hari Raya. 

(3) Gaji Ketiga Belas bagi PNSD, Pejabat Negara dan Anggota DPRD 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diberikan 

sebesar penghasilan pada bulan Juni Tahun 2019 yang meliputi gaji 

pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum 

dan tunjangan kinerja. 
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(4) Dalam hal penghasilan pada bulan Juni sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima 

karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap 

diberikan selisih kekurangan penghasilan ketiga belas. 

(5) Gaji pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan 

umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan gaji pokok, 

tunjangan keluarga dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum 

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai 

gaji. 

(6) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri dari : 

a. tunjangan jabatan struktural; 

b. tunjangan jabatan fungsional; dan 

c. tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan. 

(7) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) 

mengacu kepada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019 

tentang Pemberian Tunjangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis 

Kinerja dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Tanah Laut, beserta perubahannya. 

(8) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak 

dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(9) Potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (8) adalah potongan lain selain 

potongan pajak penghasilan. 

(10) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dikenakan 

pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

ditanggung pemerintah. 

 

Pasal 4 

 

Terhadap Calon PNSD pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 

tidak termasuk Tunjangan Kinerja. 

 

Pasal 5 

 

(1) Penerima pensiun terusan dari pensiunan PNSD atau Pejabat Negara 

yang meninggal dunia diberikan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar 

penghasilan 1 (satu) bulan pensiun terusan pada 2 (dua) bulan sebelum 

hari raya. 

(2) Penerima pensiun terusan dari pensiunan PNS atau Pejabat Negara yang 

meninggal dunia diberikan pensiunan ketiga belas sebesar penghasilan 

pensiun terusan yang diterima pada bulan Juni. 

  

Pasal 6 

 

Dalam hal PNSD, Pejabat Negara dan Anggota DPRD menerima Tunjangan 

Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas lebih dari 1 (satu), maka kelebihan 

pembayaran tersebut merupakan hutang dan wajib dikembalikan ke kas 

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB III 

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS  

 

Pasal 7 

 

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum hari raya. 

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

belum dapat dibayarkan, maka Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan 

setelah tanggal hari raya. 

Pasal 8 

 

(1) Gaji Ketiga Belas yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan 

jabatan atau tunjangan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(3) dibayarkan pada bulan Juni Tahun 2019. 

(2) Tunjangan Kinerja Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 

(3) dibayarkan pada bulan Juli Tahun 2019. 

(3) Dalam hal Penghasilan Ketiga Belas belum dapat dibayarkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pembayaran dapat dilakukan pada 

bulan-bulan berikutnya. 

 

Pasal 9 

 

Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran SKPD berkenaan. 

 

Pasal 10 

 

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan SPM 

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas. 

(2) SPM Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dibuat secara terpisah dengan menggunakan jenis SPM : 

a. SPM Tunjangan Hari Raya  untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan 

keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; 

b. SPM Tunjangan Kinerja THR untuk pembayaran Tunjangan Kinerja 

Hari Raya; 

c. SPM Gaji Ketiga Belas untuk pembayaran gaji pokok, tunjangan 

keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 

d. SPM Tunjangan Kinerja Ketiga Belas untuk pembayaran tunjangan 

kinerja ketiga belas. 

(3) SPM Tunjangan Hari Raya, SPM Tunjangan Kinerja THR, SPM Gaji Ketiga 

Belas dan SPM Tunjangan Kinerja Ketiga Belas dibuat tersendiri dan 

terpisah dari SPM gaji bulanan. 

(4) Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk digunakan 

untuk pembayaran kekurangan dan susulan pembayaran Tunjangan Hari 

Raya dan Tunjangan Ketiga Belas. 
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(5) Pengajuan SPM Tunjangan Kinerja THR dan Tunjangan Kinerja Ketiga 

Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d, wajib 

melampirkan hasil penilaian laporan kinerja bulan April dan bulan Juni. 

(6) Bagi SKPD yang tidak melampirkan hasil penilaian laporan kinerja untuk 

masing-masing PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak diberikan 

Tunjangan Kinerja THR dan Tunjangan Kinerja Ketiga Belas. 

(7) Bagi Tenaga Kesehatan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan melampirkan 

laporan kinerja secara manual dengan format sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 11 

 

Tata cara penerbitan dan pengajuan Surat Permintaan Pembayaran, SPM dan 

SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas, tetap berpedoman pada 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2007 tentang 

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

 

BAB IV 

PEMBAYARAN GAJI BULAN JUNI 
 

Pasal 12 

 

(1) Gaji PNSD, Pejabat Negara dan Anggota DPRD bulan Juni dibayarkan 

pada hari pertama bulan Juni atau hari-hari berikutnya di bulan Juni 

berdasarkan SPM yang disampaikan oleh SKPD berkenaan kepada Kuasa 

Bendahara Umum Daerah. 

(2) Hari pertama atau hari-hari berikutnya di bulan Juni sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) termasuk hari-hari yang ditetapkan sebagai hari 

libur nasional atau cuti bersama. 

 

BAB V 

PENGENDALIAN INTERNAL 

 

Pasal 13 

 

(1) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan pengendalian 

internal terhadap pelaksanaan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji 

Ketiga Belas. 

(2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

BAB VI 

ANGGARAN 

 

Pasal 14 
 

Segala pembiayaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD 

dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 15 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

                                                                  

 

Ditetapkan  di Pelaihari 

pada tanggal 23 Mei 2019          

    

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 23 Mei 2019        

 

   SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

  Ttd 

 

   H. SYAHRIAN NURDIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 38 


